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Abstract, This study aims to examine the effect of accountability, transparency and the 
application of accounting standards on the quality of financial statements. In addition, this 
study also examines whether ethics can moderate the relationship between accountability, 
transparency, and the application of accounting standards to the quality of financial 
statements. This research is quantitative research with a descriptive approach. The 
population in this study were employees who worked in the Enrekang Regency Regional 
Work Unit with purposive sampling technique. The results of multiple linear analysis show 
that accountability and the application of accounting standards have a positive and 
significant effect on the quality of financial statements. While transparency has a negative 
effect on the quality of financial statements on the quality of financial statements. The 
moderating variable, namely ethics, is able to moderate accountability on the quality of 
financial statements while ethics are not able to moderate transparency and the application 
of accounting standards to the quality of financial statements. The implication of this 
research is that in an effort to improve the quality of financial statements, organizations must 
pay special attention to the level of accountability and the application of accounting 
standards. 
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Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi 
dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu 
penelitian ini juga menguji apakah etika mampu memoderasi hubungan antara 
akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah adalah pegawai yang bekerja di pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas dan 
penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Sedangkan transparansi berpengaruh negatif terhadap kualitas 
laporan kekuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel moderasi yaitu etika 
mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan etika 
tidak mampu memoderasi transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap 
kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam upaya 
meningkatkan kualitas laporan keuangan, organisasi harus memberikan perhatian 
khusus pada tingkat akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi. 
 
Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi, etika, dan 
kualitas laporan keuangan  
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Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di indonesia, setelah era 
reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan 
desentralisasi fiskal, telah mengalami peningkatan yang signifikan (Panggalo, 2018). 
Perubahan ini fokus pada pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya globalisasi yang 
semakin merajalela dan menuntut tingkat kompetitivitas yang tinggi di setiap negara, 
pemerintah daerah pun harus menjawab tantangan tersebut (Isramirathul Wahyu et al., 
2022). Di sini, peningkatan kemandirian  pemerintahan menjadi kunci untuk mencapai 
daya saing yang diharapkan. Fenomena peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas 
lembaga-lembaga publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas diartikan 
sebagai komitmen untuk memikul tanggung jawab atas pencapaian misi organisasi atau 
tujuan yang telah ditentukan (Wijaya, 2019). Hal ini dilakukan melalui suatu mekanisme 
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala (Hasliani & Yusuf, 2021).  
Fenomena ini mencerminkan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas 
publik yang dilakukan oleh entitas pemerintah, termasuk baik di tingkat Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah (Vidyasari, 2021). 

 
Daftar Opini LKPD Kabupaten Enrekang 

 

   No       Tahun Opini 

1.  2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2.  2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

3.  2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

4.  2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

5.  2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

 
Setiap tahun, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dinilai oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan pendapat berdasarkan penilaian tersebut, 
ketika BPK menerbitkan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal 
tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas publik disajikan dan 
dipublikasikan secara jujur dan berkualitas. Penilaian ini sesuai dengan standar kualitatif 
laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Laporan keuangan Kabupaten Enrekang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit tersebut telah diperoleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk kelima kalinya secara berturut-turut 
yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atas laporan keuangan pemerintah 
daerah.  Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Enrekang kerap menghadapi 
masalah di mana anggaran sering kali disusun dengan jumlah yang lebih kecil daripada 
potensi pendapatan yang sebenarnya dapat diperoleh (Kartika, 2020).   

Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah menjadi salah satu alasan mengapa sistem akuntansi di daerah 
seringkali dinilai lemah. Sekarang ini, tingkat kepuasan atau kepercayaan masyarakat 
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Tahir et al., 2021). Hal ini 
menunjukkan bahwa ada upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah agar dapat memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyarakat 
(Vidyasari, 2021). Konsep akuntabilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua 
tindakan dan hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang otoritas 
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wijaya, 2019). 
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup tanggung jawab terkait 
dengan kebenaran keuangan, pengungkapan informasi, dan ketaatan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku (Riyanti, 2017). 

Selain penerapan prinsip akuntabilitas, peningkatan kualitas laporan keuangan 
daerah juga dapat ditingkatkan melalui upaya untuk meningkatkan tingkat transparansi 
dalam instansi. Penelitian Suwinto & Jannnag, (2022) menjelaskan transparansi sebagai 
elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Transparansi merupakan 
salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik. Transparansi didasarkan pada prinsip 
bahwa informasi mengalir dengan bebas, seluruh proses administrasi dan lembaga harus 
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 
cukup jelas untuk dipahami dan diawasi. Gagasan ini diperkuat oleh hasil penelitian 
Lutfiyya & Akhirson, (2022), yang menjelaskan bahwa transparansi mencakup penyediaan 
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informasi pemerintah kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan informasi yang 
akurat dan memadai, terutama berkaitan dengan pelaporan anggaran publik.  

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dasar yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mematuhi SAP sebagai bagian 
dari upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD (Langelo & Alexander, 2015). Menurut Sako, 
(2018) Penerapan SAP oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan. Meskipun perundang-undangan dan 
peraturan terkait pengelolaan keuangan negara sudah cukup baik, pelaksanaannya masih 
rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik. Kondisi ini berdampak 
pada kualitas laporan keuangan yang didapatkan oleh setiap unit kerja pemerintahan 
(Panggalo, 2018). Penelitian Andrianary & Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan 
standar akuntansi berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan Keuangan. 

Penelitian ini menggunakan etika sebagai variabel yang memoderasi hubungan 
akuntabilitas, transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas 
keuangan. Etika adalah seperangkat norma perilaku atau pedoman perilaku yang diterima 
dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok tertentu. Norma etika mengatur kapan 
suatu tindakan dapat diterima dan kapan tindakan tersebut dianggap tidak pantas atau 
salah. Adopsi sikap mental dan etika yang positif dalam proses penyusunan laporan 
keuangan akan meningkatkan nilai laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, jika terdapat 
sikap mental dan etika yang kurang baik dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini 
akan menciptakan citra negatif terhadap kualitas laporan (Rahmadhani, 2021). 
 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini memuat kajian teori sesuai dengan topik yang diangkat dalam 
penelitian. Sebaiknya, memprioritaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau 
penjelasan teori yang fokus. Lebih disukai, penulisan definisi dan pengertian dihindari. 
Karena prioritas tinjauan literatur adalah landasan teoretis yang digunakan oleh 
penulis/peneliti sebagai dasar pembentukan badan analisis penelitian. Sangat 
direkomendasikan bahwa literatur yang dirujuk diterbitkan tidak lebih dari sepuluh 
tahun. Juga, disarankan untuk memprioritaskan literatur sebagai urutan berikut: jurnal 
internasional terkemuka, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, simposium 
internasional, simposium nasional, dan buku teks.  

 
Agency Theory 

Teori ini diajukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi 
mengidentifikasi ketidakseimbangan informasi dalam relasi antara pihak prinsipal dan 
agen. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai 
agen. Pemerintah sebagai agen memiliki akses pada informasi yang lebih lengkap dan 
harus menyediakan informasi yang jujur untuk memastikan kualitas kinerja yang 
diberikan kepada masyarakat. Teori agensi juga memberikan penjelasan mengenai cara 
pimpinan mendelegasikan tugas kepada bawahan, dan bagaimana bawahan menjalankan 
tugas tersebut untuk mencapai tujuan pimpinan. Namun, dalam hubungan antara 
pimpinan dan bawahan sering kali timbul masalah yang dikenal sebagai masalah agensi, 
di mana kepentingan pribadi atau konflik kepentingan dapat muncul (Syahrir, 2017).  

Teori agensi berusaha menangani dua masalah yang berkaitan dengan agensi. 
Masalah pertama adalah pengawasan (pengawasan). Masalah ini muncul ketika prinsipal 
(pemilik atau pengendali) tidak dapat dengan pasti memastikan apakah agen (pihak yang 
bertindak atas nama prinsipal) bertindak dengan benar atau sesuai dengan kepentingan 
prinsipal. Dalam kasus seperti ini, teori agensi mencari cara untuk memastikan bahwa 
agen dipantau dengan efektif untuk mengurangi perilaku yang tidak menguntungkan. 
Masalah kedua adalah pembagian risiko (risk sharing) ini terutama menjadi masalah 
ketika prinsipal dan agen tidak sependapat tentang risiko yang terkait dengan keputusan 
atau tindakan tertentu. Dalam situasi seperti ini, teori agensi mencari cara untuk 
mengatur kontrak atau insentif sehingga prinsipal dan agen memiliki insentif yang sejalan 
untuk mencapai tujuan bersama. Teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan 
masalah yang muncul dalam hubungan keagenan, seperti ketika prinsipal tidak dapat 
memastikan apakah agen telah bertindak dengan benar atau ketika principal dan agent 
memiliki perspektif yang berbeda tentang (Novelia, 2021). 
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Deontological Theory 

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani "deon," yang merujuk pada "kewajiban" 
atau "sesuatu yang diwajibkan." Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant (1724-1804). 
Menurut teori ini, penilaian baik dan buruknya suatu perilaku didasarkan pada 
kewajiban. Suatu tindakan dianggap baik karena merupakan kewajiban untuk dilakukan, 
sedangkan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dianggap buruk dan harus 
dihindari (Akbar dan Wawo, 2016). Teori ini menekankan bahwa penilaian moral tidak 
bergantung pada akibat dari tindakan tersebut, tetapi pada kewajiban yang ada.  

Prinsip deontologi menegaskan bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut bukanlah 
pertimbangan utama. Sebuah tindakan tidak menjadi baik karena hasilnya yang baik, 
melainkan karena kewajiban untuk melakukannya (Mohammad, 2018). Ada beberapa 
bentuk teori deontologi, yaitu: deontologi tindakan, seperti yang terdapat dalam 
eksistensialisme (etika situasi), dan deontologi peraturan, seperti Prinsip Kewajiban. 
Deontologi peraturan menyatakan bahwa penilaian moral didasarkan pada standar yang 
berlaku, bukan pada kepuasan atau penderitaan. Tindakan yang sesuai dengan peraturan 
dianggap moral. Sementara itu, deontologi tindakan berpendapat bahwa kebermoralan 
suatu perilaku bergantung pada cara tanggung jawab kita terhadap orang lain.). 

 
Kualitas Laporan Keuangan 

Secara sederhana, laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan gambaran 
tentang situasi keuangan organisasi pada saat ini atau dalam jangka waktu tertentu 
(Rochman dan Pawenary, 2020). Kualitas laporan keuangan dapat diukur sejauh mana 
inform asinya secara konsisten memenuhi persyaratan dan memenuhi harapan semua 
pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk melaksanakan tugas atau proses 
mereka (Sari, 2022). Laporan keuangan yang baik harus mematuhi prinsip dan aturan 
standar akuntansi yang berlaku. Ini berarti laporan keuangan pemerintah daerah harus 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Untuk memastikan 
kualitasnya, laporan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria penting, termasuk 
relevansi, keandalan, keberbandingan, dan kemudahan pemahaman. Kriteria ini sangat 
penting dalam menciptakan laporan keuangan yang baik sebagai bukti 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Bulutoding et al., 2021). 

 
Etika 

Variabel moderasi dapat memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel 
dependen, baik dengan memperkuat atau memperlemahnya, dan sifat pengaruhnya 
bergantung pada nilai variabel moderasi. Variabel moderasi sering disebut juga sebagai 
variabel kontingensi karena pengaruhnya bergantung pada konteks tertentu. Etika, pada 
dasarnya, mencakup aspek-aspek yang membantu dalam memahami dan 
menginterpretasikan perilaku moral individu dan sosial secara sistematis (Bulutoding et 
al., 2024). Etika secara umum merujuk pada perilaku atau tindakan masyarakat yang 
telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara konsisten dalam berbagai aktivitas 
(Alfiyyah dkk., 2022). Ini juga membantu dalam menciptakan aturan yang mengontrol 
perilaku manusia dan menetapkan nilai-nilai yang kuat sebagai panduan dalam 
kehidupan (Yanti, 2020).  

Etika dalam penyusunan laporan keuangan mencakup sejumlah prinsip dasar yang 
digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan. Ini termasuk 
karakteristik seperti ketepatan, pengungkapan informasi, pertimbangan biaya dan 
manfaat, serta tanggung jawab (Alfiyyah et al., 2022). Pentingnya etika dalam penyusunan 
laporan keuangan tidak hanya terbatas pada keuntungan pihak internal, tetapi juga harus 
mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan pihak eksternal (Bulutoding et al., 
2020). 
 
Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan langkah bertanggung jawab secara berkala dalam 
mencapai tujuan ketika menjalankan kebijakan manajemen alokasi sumber daya yang 
diberikan kepada sebuah organisasi, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Konsep akuntabilitas ini memegang 
peranan penting dalam kesuksesan suatu organisasi dalam menerapkan sistem 
penganggaran, dan hal tersebut dapat membantu organisasi mempertahankan 
kepercayaan publik (Ariani et al., 2022).  
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Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas keuangan, tingkat pengungkapan 
informasi, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku (Riyanti, 
2017). Menurut Ariani dkk., (2022) Akuntabilitas merupakan kewajiban sebuah organisasi 
yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik. Ini merupakan suatu 
mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan 
mereka selaras dengan kode etik, serta tetap bertanggung jawab atas tindakan di masa 
lalu dan di masa depan guna menerapkan pemerintahan yang akuntabel: 

 
Transparansi 

Transparansi adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk membangun saling 
kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang 
mudah diakses, sehingga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah ke 
informasi yang mereka butuhkan partisipasi dalam pengelolaan daerah (Ferlia dkk., 
2023). Transparansi adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses untuk 
mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam administrasi umum 
(Achmad dkk., 2021). Ketika tingkat transparansi rendah, seperti kurangnya sosialisasi 
terhadap berbagai produk hukum, maka pelanggaran hukum dapat meningkat karena 
masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur 
kehidupan mereka. 

Transparansi membantu membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan 
masyarakat karena masyarakat memiliki pemahaman terhadap kegiatan pemerintah. 
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal penting bagi 
keberhasilan pemerintah, dan kepercayaan ini dapat berujung pada dukungan terhadap 
program pemerintah (Majid, 2020). Transparansi dibangun berdasarkan prinsip arus 
informasi yang bebas, dimana seluruh proses administrasi, kelembagaan dan informasi 
harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang diberikan harus 
cukup dan dapat dipahami, sehingga dapat dikendalikan dengan baik (Hamsinar, 2022). 
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan memiliki kriteria seperti 
pertanggungjawaban yang terbuka dan aksesibilitas terhadap laporan keuangan. 

 
Penerapan Standar Akuntansi 

Standar akuntansi pemerintahan pada umumnya mengatur tata cara penyajian 
laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan perbandingan antara laporan 
keuangan dengan anggaran, periode, dan satuan. Laporan keuangan yang bersifat umum 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna laporan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, standar akuntansi pemerintahan mengatur semua aspek yang 
terkait dengan penyajian laporan keuangan, memberikan panduan tentang format laporan 
keuangan, dan menetapkan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan (Erna, 
2020). Penerapan praktik akuntansi negara memerlukan entitas pelapor, termasuk 
pemerintah daerah, untuk menyusun laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai 
kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam periode pelaporan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, transparansi, 
keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja (Amalia, 2020).  

Standar akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam 
penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan perbandingan laporan keuangan dengan anggaran, periode, dan satuan 
pengukuran. Oleh karena itu, standar ini menetapkan prinsip-prinsip keuangan dan 
persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pembukuan tahunan negara mengikuti 
standar akuntansi ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pembukuan 
tahunan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, 
termasuk memastikan konsistensi, komparabilitas, pemahaman, relevansi, dan 
keandalan laporan keuangan (Susilawati & Riana, 2022). 
 
Pengembangan Hipotesis 

Teori agensi, yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, 
menjelaskan bahwa akuntabilitas melibatkan kewajiban pihak yang memiliki mandat 
(pemerintah) untuk memberikan laporan, menyajikan informasi, melaporkan aktivitas, 
dan mengungkapkan semua tindakan yang merupakan tanggung jawabnya kepada pihak 
yang memberikan mandat (masyarakat). Akuntabilitas memainkan peran kunci dalam 
kesuksesan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan sistem penganggaran, 
yang pada akhirnya membantu menjaga kepercayaan publik (Rigian & Sari, 2019). 
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Penelitian  yang dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas 
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian Hamsinar 
(2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan dan Sejalan dengan penelitian (Nababan dkk  2018; Setiyanningrum, 2017; 
Laksita dan Sukirno, 2019; Yusri, 2022) yang menyatakan bahwa semakin baik 
akuntabilitas maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik: 

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 

 
Teori agensi yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks 

penelitian sebelumnya, prinsipal memberikan tugas kepada agen untuk melakukan tugas 
tertentu yang menguntungkan prinsipal, dan ini sering melibatkan delegasi otoritas dalam 
pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Transparansi didasarkan pada 
prinsip informasi yang mengalir secara bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan 
lembaga harus terbuka untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, 
informasi yang tersedia juga harus cukup jelas dan dapat dipahami sehingga dapat 
dimonitor dengan baik (Coryanata, 2012). Transparansi adalah mempermudah akses 
informasi kondisi keuangan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pihak masyarakat 
yang berkepentingan, didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak untuk 
memahami secara transparan dan lengkap bagaimana pemerintah bertanggung jawab 
atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta kepatuhan 
pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Pada penelitian Tahir dkk, (2021), 
Adiwirya dan Sudana, (2015) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan. Tapi tidak sejalan dengan penelitian (Riyanti, 2017; 
Septiningtyas, 2017; Putri dan Akbar, 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan: 

H2:  Transparansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas  

Laporan   Keuangan 
 
Teori agensi dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mematuhi 

peraturan yang tercermin dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar, 
dan hal ini akan berdampak pada tingkat akuntabilitas. Organisasi harus mengikuti nilai-
nilai sosial dan lingkungan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam 
menjalankan kegiatan mereka (Hanifah, 2021). Tujuan utama dari penerapan standar 
akuntansi adalah untuk mengoptimalkan hasil pelaporan keuangan dengan mencakup 
berbagai pencatatan transaksi yang jelas dan rinci. Implementasi penerapan standar 
akuntansi ini menekankan pencatatan transaksi keuangan dengan cepat saat transaksi 
tersebut terjadi, tanpa mempertimbangkan saat kas sebenarnya diterima atau 
dibayarkan. Penelitian  Andrianary dan Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan 
Keuangan. Didukung oleh penelitian (Qomah, 2021; Pujanira dan Taman, 2017; Jati, 
Ikriyati dan Aprila, 2019) yang menyimpulkan jika Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah diterapkan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi 
baik: 

 
B3:   Penerapan Standar Akuntansi Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan  
Teori deontologi menegaskan bahwa praktisi memiliki kewajiban moral yang mutlak 

untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, tanpa mempertimbangkan tekanan 
eksternal atau kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, praktisi akan melihat 
akuntabilitas sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi keuangan 
disajikan dengan akurat dan jujur kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya 
untuk memenuhi target atau kepentingan pribadi. Sejumlah aspek kunci dalam 
penghayatan etika yang harus diperhatikan yaitu, keterikatan individu terhadap diri dan 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya, berusaha selalu melakukan pekerjaan dengan 
cara yang sah atau halal Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap 
semua pemangku kepentingan dan memastikan integritas, transparansi, dan kewajaran 
dalam proses penyusunan laporan keuangan, praktisi akuntansi yang menerapkan etika 
terhadap akuntabilitas cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas 
secara etis (Bulutoding et al., 2021). Didasarkan pada keyakinan bahwa praktisi yang 
berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika akan lebih mungkin membuat keputusan 
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yang memperhatikan kepentingan semua pihak terlibat dan memprioritaskan akurasi dan 
relevansi informasi keuangan dari pada hanya memenuhi target. Dalam konteks ini, 
akuntabilitas sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi keuangan 
disajikan dengan akurat dan jujur kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya 
untuk memenuhi target atau kepentingan pribadi. 

H4: Etika Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

 
Prinsip teori deontologi menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban moral 

yang tidak dapat dikompromikan, terlepas dari konsekuensi atau hasil akhirnya. Praktisi 
akuntansi, sebagai agen moral, memiliki kewajiban etis untuk bertindak dengan integritas 
dan kejujuran dalam menyusun laporan keuangan, yang merupakan kewajiban moral 
yang mendasar yang tidak dapat ditawar (Majid et al., 2022). Dalam konteks etika, perlu 
diperhatikan bahwa konsep diri seseorang terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam 
pengelolaan asetnya sebagai individu yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di 
lingkungannya. Setiap individu memiliki pandangan pribadi yang memengaruhi perilaku 
etikanya, sesuai dengan peran yang dimilikinya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
integritas, keadilan, dan keterbukaan dalam proses penyusunan laporan keuangan, 
praktisi akuntansi yang menerapkan pendekatan moderatif terhadap transparansi 
cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas secara etis 

H5: Etika Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

 
Dengan mempertimbangkan kewajiban moral yang mutlak yang dituntut oleh teori 

deontologi, akuntansi yang menerapkan pendekatan terhadap penerapan standar 
akuntansi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas secara etis. 
praktisi akuntansi memiliki kewajiban moral untuk menerapkan standar akuntansi 
dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, tanpa memperhitungkan tekanan dari pihak 
lain seperti manajemen. Sikap mental positif dan etika yang baik dalam menyusun laporan 
keuangan dapat meningkatkan nilai tambah pelaporan keuangan, sedangkan sikap 
mental dan etika yang buruk dalam menyusun laporan keuangan dapat merugikan citra 
pelaporan keuangan (Bulutoding et al., 2020). Etika adalah seperangkat nilai dan standar 
perilaku yang diakui dan diikuti oleh individu atau kelompok tertentu. Aturan etis 
membantu menentukan kapan perilaku tertentu dapat diterima atau dianggap benar, 
serta kapan perilaku tersebut dianggap tidak dapat diterima atau salah. Sebaliknya, jika 
ada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam pembuatan laporan keuangan, 
hal ini dapat merusak reputasi laporan keuangan.  

H6: Etika Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan 

 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan kausalitas. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 
dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Yam & Taufik, 2021). Penelitian 
ini berusaha menjelaskan pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), penerapan 
standar akuntansi (X3), sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan 
(Y) sebagai variabel dependen, serta etika (M) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang. Populasi 
yang terlibat dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten Enrekang. Dalam proses pengambilan sampel, metode non-probability 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel 
berdasarkan pertimbangan tertentu (Etikan, 2017). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
15 SKPD.  

Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk 
mengumpulkan data. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas variabel 
tanggung jawab (X1), transparansi (X2), penerapan standar akuntansi (X3), dan etika (M) 
terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Peneliti menggunakan kuesioner berbentuk 
tertutup, yang artinya responden hanya perlu memberikan tanda centang (√) pada kolom 
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atau spasi yang sesuai. .Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang fenomena sosial. Variabel yang akan 
diukur dibagi menjadi indikator-indikator, dan indikator tersebut dijadikan dasar untuk 
menyusun item-item instrumen seperti pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. 
Setiap item dari indikator tersebut akan diberikan skor berdasarkan skala Likert, yang 
berupa: Sangat Setuju (SS) = skor 1, Setuju (S) = skor 2, Netral (N) = skor 3, Tidak Setuju 
(TS) = skor 4, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 5. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Dalam penelitian ini hasil pengujian kualitas data menggunakan dua uji yaitu uji 
validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 60 
responden. Dengan nilai alpha sebesar 0,05 nilai r tabel yang didapatkan adalah 0,2144. 
Oleh karena itu, item pernyataan dianggap valid jika nilai korelasi (r hitung) lebih besar 
dari 0,2144.  Pengukuran reliabilitas data dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Cronbach's alpha di mana suatu instrumen dianggap reliabel jika memiliki koefisien 
reliabilitas (Cronbach's alpha) sebesar 0,60 atau lebih. Pengukuran reliabilitas data dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha, di mana suatu instrumen 
dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas (Cronbach's alpha) sebesar 0,60 atau 
lebih. Hasil uji reliabilitas didapat nilai variabel akuntabilitas sebesar 0.895, transparansi 
sebesar 0.871, Penerapan Standar Akuntansi sebesar 0.862, Kualitas Laporan Keuangan 
sebesar 0.879, dan Etika sebasar 0.866. sehingga penelitian ini dianggap reliabel. 
Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji 
multikolonearitas dan uji heterokesdastisitas. 

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah nilai residu memiliki distribusi 
normal. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residu berdistribusi normal, yang 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian uji 
normalitas ditemukan nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 yaitu sebesar 
0,216 yang menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Tujuan dari pengujian 
multikolinearitas adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel 
independen dalam suatu model regresi. nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai yang 
kurang dari 10, dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
ada masalah multikolinearitas dalam model regresi, karena nilai VIF yang rendah 
menandakan bahwa variabel independen tidak berkorelasi tinggi satu sama lain. 
Sedangkan nilai toleransi yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen 
memberikan informasi yang cukup unik dalam menjelaskan variabilitas variabel 
dependen. 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variansi yang 
tidak sama antar observasi dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi 
heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Jika scatterplot tidak 
menunjukkan pola yang teratur maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
mempunyai masalah heteroskedastisitas. Berikut gambar grafiknya: 

 
 

 

Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
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                             Sumber : Data Primer, diolah 2024 
 
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID 

(residual standar) dan ZPRED (nilai prediksi) menunjukkan pola penyebaran yang acak, 
di mana titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 
model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan 
berdasarkan variabel akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi, dan 
etika. Uji Glejser adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji 
heteroskedastisitas dalam model regresi. Caranya adalah dengan memeriksa apakah 
variansi residual bertambah atau berkurang seiring dengan nilai-nilai dari satu variabel 
independen tertentu. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji Glejser lebih besar 
dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, 
jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat indikasi adanya 
heteroskedastisitas. Namun hasil penelitian ini menunjukkan nilai uji glejser lebih besae 
dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi  nilai R2 (adjusted R-squared) dari model 
regresi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan 
variasi variabel dependen. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa nilai R2 adalah 0,604, yang 
berarti bahwa 60% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel 
akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi. Sisanya, sebesar 40%, 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil pengujian simultan regresi berganda menunjukkan bahwa 
terdapat nilai F hitung sebesar 31,034 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang 
menunjukkan signifikansi pada tingkat 0,05. Lebih lanjut, nilai F hitung yang melebihi 
nilai F tabel (2,769 dengan df1=3 dan df2=56) menandakan bahwa secara bersama-sama, 
akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan.  

Selanjutnya dapat dilihat hasil uji parsial (Uji t) untuk regresi linear berganda dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 
 

 
 
 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.785 1.898  2.521 .015 

Akuntabilitas .257 .077 .329 3.326 .002 
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Transparansi .174 .090 .194 1.933 .058 

Penerapan Standar 
Akuntansi 

.376 .092 .429 4.066 .000 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan 
     Sumber : Data Primer, diolah 2024 

Berdasarkan hasil dari tabel  terlihat bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t 
hitung sebesar 3,326, yang lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi α=0,05 
dan derajat kebebasan df = n-k, yaitu 56 (60-4), yang besarnya 2,003. Koefisien beta 
unstandarized untuk akuntabilitas adalah 0,375 dengan tingkat signifikansi 0,002, yang 
lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan (H1). Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan dalam akuntabilitas 
akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan tabel, dapat diamati bahwa variabel transparansi memiliki nilai t 
hitung sebesar 1,933, yang lebih besar dari nilai t tabel untuk tingkat signifikansi α=0,05 
dan derajat kebebasan df = n-k, yaitu 56 (60-4), yang nilainya adalah 2,003. Namun, 
tingkat signifikansi adalah 0,058, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 
alternatif (Ha) ditolak. Ini menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (H2).  

  Berdasarkan tabel, variabel penerapan standar akuntansi memiliki nilai t hitung 
sebesar 4,066, yang melebihi nilai t tabel untuk tingkat signifikansi α = 0,05 dan derajat 
kebebasan df = n-k, yaitu 56 (60-4), yang nilai t tabelnya adalah 2,003. Tingkat signifikansi 
untuk variabel ini adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 
alternatif (Ha) diterima. Ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (H3). 
Kemudian uji t untuk regresi moderasi dengan pendekatan selisih mutlak dilihat pada 
tabel berikut: 

 
Hasil Uji T – Uji Parsial H4, H5, dan H6 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.156 .097  -1.602 .115 

Zscore:  Akuntabilitas .362 .088 .362 4.116 .000 

Zscore:  Transparansi -.040 .094 -.040 -.421 .675 

Zscore:  Penerapan 
Standar Akuntansi 

.316 .117 .316 2.700 .009 

Zscore:  Etika .531 .086 .531 6.205 .000 

X1M .320 .106 .245 3.007 .004 

X2M -.021 .141 -.013 -.148 .883 

X3M -.086 .129 -.068 -.667 .508 

Sumber : Data Primer, diolah 2024 

Nilai Koefisien unstandar pada M adalah 0,531 dengan standar error 0,086 dan nilai 
t sebesar 6,205 dengan signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa etika profesi memiliki 
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai signifikansinya adalah 0,000 
< 0,05 dalam hal ini, variabel moderasi (etika) memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen (kualitas laporan keuangan). Selanjutnya untuk tingkat signifikan dari 
akuntabilitas dan etika X1M (b3) yaitu sebesar 0,004 yang menunjukkan lebih kecil dari 
0,05, hal ini berarti b3 menunjukkan bahwa signifikan. Karena pada hasil koefisien b2 
signifikan dan untuk b3 signifikan, maka disimpulkan untuk penggunaan etika termasuk 
dalam kategori quasi moderasi atau dapat diartikan bahwa variabel etika tidak 
sepenuhnya memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi 
memiliki pengaruh moderasi yang cukup kuat. Etika memainkan peran penting dalam 
hunungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, meskipun tidak 
sepenuhnya memoderasi hubungan secara mutlak. Namun, etika memiliki pengaruh yang 
signifikan mskipun bukan satu-satunya faktor penentu hubungan tersebut. 

Pada hasil dari uji untuk nilai selisih mutlak pada tabel diatas memperlihatkan 
bahwa variabel moderating X1M memiliki thitung yaitu sebesar 3,007 yang menunjukkan 



Kamelia, Bulutoding, Juardi. Akuntabilitas, Transparansi, dan Penerapan.... 

 ISAFIR - 66 

nilai yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan sebesar 
0,004 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien untuk beta unstandardized 
moderasi antara variabel akuntabilitas dengan etika sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan 
kalau variabel etika merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan 
variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi untuk hipotesis keempat 
yang menyatakan bahwa etika memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas 
laporan keuangan (H4) diterima. 

Selanjutnya untuk hasil uji pada tabel diatas dapat dilihat etika (b2) memiliki tingkat 
signifikan yaitu sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05, maka 
untuk etika (b2) menunjukkan signifikan ataupun ada pengaruh varibel etika terhadap 
kualitas laporan keuangan. Selanjutnya untuk tingkat signifikan dari transparansi dan 
etika X2M (b3) yaitu sebesar 0,508, yang menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang berarti 
b3 tidak signifikan. Karena hasil koefisien b2 signifikan dan b3 menunjukkan hasil yang 
tidak signifikan, maka untuk penggunaan etika termasuk dalam kategori variabel 
prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap 
kualitas laporan keuangan tanpa melalui interaksi dengan variabel transparansi.  

Hasil untuk uji dari nilai selisih mutlak memberikan hasil bahwa untuk moderating 
X2_M memiliki t-hitung yaitu sebesar -0,148 yang menunjukkan angka lebih kecil dari t-
tabel sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan yaitu 0,883 yang menunjukkan nilai lebih 
besar dari 0,05. Maka untuk hasil nilai koefisien pada beta unstandardized moderasi 
variabel transparansi dengan etika yaitu sebesar -0,021. Hal ini berarti variabel etika 
bukan merupakan variabel yang dapat dimoderasi ataupun yang dapat memperkuat atau 
memperlemah hubungan antara variabel transparansi terhadap kualitas laporan 
keuangan. Jadi hipotesis kelima yang menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh 
transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (H5) tidak diterima. 

Selanjutnya untuk hipotesis keenam hasil uji pada tabel diatas dapat dilihat etika 
(b2) memiliki tingkat signifikan yaitu sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai yang lebih 
kecil dari 0,05, maka untuk etika (b2) menunjukkan signifikan ataupun ada pengaruh 
varibel etika terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya untuk tingkat signifikan 
dari penerapan standar akuntansi dan etika X3M (b3) yaitu sebesar 0,508, yang 
menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang berarti b3 tidak signifikan. Karena hasil 
koefisien b2 signifikan dan b3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka untuk 
penggunaan etika termasuk dalam kategori variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) 
dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan tanpa 
melalui interaksi dengan variabel penerapan standar akuntansi.  

Hasil untuk uji dari nilai selisih mutlak memberikan hasil bahwa untuk moderating 
X3M memiliki t-hitung yaitu sebesar -0,667 yang menunjukkan angka lebih kecil dari t-
tabel sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan yaitu 0,508 yang menunjukkan nilai lebih 
besar dari 0,05. Maka untuk hasil nilai koefisien pada beta unstandardized moderasi 
variabel penerapan standar akuntansi dengan etika yaitu sebesar -0,086. Hal ini berarti 
variabel etika bukan merupakan variabel yang dapat dimoderasi ataupun yang dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel penerapan standar akuntansi 
terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi hipotesis keenam yang menyatakan bahwa 
etika memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan (H6) tidak diterima. 

 
 
 
 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa nilai t =3,326 terbukti signifikan dengan nilai p= 0,002 < 
0,05 dan H1 diterima. Nilai koefisien beta sebesar 0,257 menunjukkan arah pengaruh 
yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik kualitas 
laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini akuntabilitas akan berpengaruh 
pada kualitas laporan keuangan karna akuntabilitas berhubungan dengan bebuah 
kewajiban atau tanggung jawab yang diterapkan secara berkala untuk mengevaluasi 
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya selama periode-
periode sebelumnya. Kesadaran yang tinggi terhadap pertanggungjawaban instansi 
terhadap pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan akan meningkatkan 
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reliabilitas atau kehandalan laporan keuangan dalam menyajikan informasi penting 
terkait transaksi daerah. Analisis yang cermat terhadap potensi kesalahan dalam 
pencatatan laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan tersebut, 
memungkinkan perbandingan dengan laporan sebelumnya.  

Hasil analisis ini sesuai dengan teori agensi dimana untuk menghasilkan nilai 
kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan akuntabilitas yang tinggi sehingga 
laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin mudah dipahami oleh publik maupun 
pengguna laporan keuangan daerah tersebut sehingga nilai pelayanan publik yang optimal 
sebagaimana tujuan dari konsep teori agensi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Yusri, 
(2022), Tahir dkk., (2021) dan Vidyasari, (2021) konsisten atas penelitian ini yang 
menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. 

 
Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa transparansi tidak 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa nilai t =1,933 terbukti signifikan dengan nilai p= 0,058 < 
0,05 dan H2 tidak diterima. Nilai koefisien beta sebesar 0,174 menunjukkan arah 
pengaruh yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik 
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Keterbukaan informasi keuangan yang jujur 
kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan transparansi, dilandaskan pada keyakinan 
bahwa publik berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai 
pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah, serta kepatuhannya 
terhadap aturan yang berlaku.  

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi tidak berdampak pada kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah 
terkait belum menyampaikan seluruh informasi mengenai pertanggungjawaban 
pengelolaan sumber daya kepada publik, kemungkinan karena alasan tertentu. Oleh 
karena itu, pelaksanaan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi harus 
dilakukan dengan sebaik mungkin, bersikap terbuka dan jujur, serta selalu membangun 
kepercayaan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan 
pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa transparansi tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian 
yang dilakukan oleh Ferlia dkk., (2023) menyatakan bahwa transparansi secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian 
(Riyanti, 2017; Septiningtyas, 2017; Putri dan Akbar, 2022) menyatakan bahwa 
transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  
 
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar 
akunatnsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t =4,066 terbukti signifikan dengan nilai p= 0,000 
< 0,05 dan H3 iterima. Nilai koefisien beta sebesar 0,376 menunjukkan arah pengaruh 
yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi, semakin 
baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas, karena semua transaksi dilaporkan sesuai dengan peraturan 
dan standar yang berlaku, serta disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah. Selain itu, standar akuntansi diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan konsistensi, daya 
banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.  

Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian  Andrianary 
dan Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah 
berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan Keuangan. Didukung oleh 
penelitian (Qomah, 2021; Pujanira dan Taman, 2017; Jati, Ikriyati dan Aprila, 2019) yang 
menyimpulkan jika penerapan standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik, 
maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi baik.  

 

Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
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Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi 
pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,007 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,004. 
Nilai koefisien beta sebesar 0,320 menunjukkan adanya pengaruh positif, maka 
penambahan etika pada aspek akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas laporan 
keuangan yang dicapai. Analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis 
(MRA) menunjukkan bahwa etika bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat 
hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, 
hipotesis keempat dapat diterima. Etika adalah prinsip-prinsip perilaku atau norma-
norma perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok tertentu. 
Pegawai atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah atau aset 
harus memiliki etika dan keterampilan yang baik agar dapat bekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Dengan demikian, agar 
laporan keuangan daerah memiliki kualitas yang baik, diperlukan orang yang kompeten 
dan memiliki etika kerja yang baik (Alfiyyah dkk., 2022). Hasil penelitian ini didukung oleh 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veliani, (2020) dan Dewi, (2021) yang 
menyatakan bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. 

 Kontribusi etika dalam memperkuat akuntabilitas secara langsung didukung oleh 
teori deontologi dimana integritas dan kewajiban moral menjadi prioritas utama. Teori 
deontologi menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan semua pihak yang 
terlibat dan mendorong akuntabilitas dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. 
teori deontologi merujuk pada pandangan etika yang menekankan kewajiban moral atau 
tugas yang harus diikuti tanpa memandang konsekuensinya. Dalam hal ini akuntabilitas 
terhadap kualitas laporan keuangan ini dapat diartikan sebagai kewajiban etis yang 
dimiliki oleh pegawai untuk memastikan bahwa laporan keuangan diproses dan disajikan 
dengan benar, tidak hanya karena hasilnya, tetapi karena itu adalah tindakan yang benar 
secara moral. 
 
Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi 
pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Dimana hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai t sebesar -0,148 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 
0,883. Nilai koefisien beta sebesar -0,021 menunjukkan adanya pengaruh negatif, maka 
penambahan etika pada aspek transparansi dapat menurunkan kualitas laporan 
keuangan yang dicapai. Hasil ini menunjukkan bahwa etika tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam memoderasi hubungan antara transparansi dan kualitas laporan 
keuangan dalam konteks penelitian ini. 

Dalam proses pelaporan keuangan tersebut, seorang pegawai dituntut untuk 
bersikap jujur, adil dan sebenar-benarnya sehingga dibutuhkan etika yang baik demi 
mencegah terjadinya benturan kepentingan. Dikarenakan seseorang yang memiliki etika 
yang baik yakni orang yang bersikap sopan santun, mentaati perintah, jujur, serta 
membenarkan yang haq (benar) dan melawan yang batil (salah). Namun dalam penelitian 
ini, tidak menemukan pengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara transparansi 
terhadap kualitas laporan keuangan. Diperkuat oleh teori deontologi dimana dapat 
mendorong praktik transparansi dalam laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang. 
Jawaban dari responden yang diambil dari SKPD merasa memiliki kewajiban moral yang 
kuat untuk menyajikan informasi keuangan dengan jelas dan akurat kepada publik 
karena ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemegang posisi pemerintahan.  

 
Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 

Hipotesis kelima (H6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi 
pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. 
Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t sebesar –0,068 dengan tingkat 
signifikansi (sig.) sebesar 0,508. Nilai koefisien beta sebesar -0,086 menunjukkan adanya 
pengaruh negatif, maka penambahan etika pada aspek penerapan standar akuntansi 
dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dicapai. Hasil ini menunjukkan 
bahwa etika tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara 
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penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan keuangan dalam konteks penelitian 
ini. 

Variabel moderasi, yakni etika, bukanlah faktor utama yang mendorong kebutuhan 
untuk memahami dengan tepat dan rinci penerapan standar akuntansi. Namun, hal ini 
dapat berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena 
organisasi SKPD Kabupaten Enrekang belum menerapkan penerapan standar akuntansi 
melalui etika dengan baik dalam pembuat laporan keuangan keuangan pemerintah 
daerah. Sehingga penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realiasasi anggaran, 
arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih ada data dan fakta yang tidak relevan. 
Dengan menggunakan teori deontologi untuk mendukung argumen bahwa etika tidak 
memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan 
keuangan, dapat ditegaskan bahwa standar akuntansi sudah dirancang berdasarkan 
prinsip-prinsip moral yang kuat. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan seharusnya 
dijaga melalui penerapan standar ini, independen dari variasi etis individu atau organisas.  
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti 
bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. hipotesis kedua (H2) tidak diterima, karena 
semakin rendah transparansi maka semakin kurangnya kualitas laporan keuangan yang 
dihasilkan. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan standar 
akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan maka 
hipotesis pertama (H3) diterima. Etika dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas 
terhadap kualitas laporan keuangan maka (H4) diterima karena etika dan akuntabilitas 
kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah 
memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan. 
Sedangkan Etika tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi dan penerapan 
standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa, etika bukan variabel moderasi. 

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya  menambahkan atau mengganti variabel lain 
yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena penelitian ini hanya 
mengambil variabel etika sebagai variabel moderasi, diduga terdapat variabel lain yang 
dapat dihipotesiskan sebagai variabel moderating dan untuk instansi SKPD sebaiknya 
lebih meningkatkan transparansi dan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan 
laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat. 
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